LEMBARAN DAERAHN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI D TAHUN 1988 NOMOR 1

t’

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I BANYUMAS
NOMVOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG :

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

Menimbang  : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No=

mor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keu-
angan Ketua, Wakil Ketua dan Angpota Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerab jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160 1322
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1980, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 1 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas tidak sesuai lagi; :

. bahwa dengan demikian, maka perlu menetapkan Peraturan Dae-
rah yang baru,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pe-
merintahan di Daerah ;

. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Da-
erah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Nes
geri yang menjadi Pejabat Negara
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eri Dalam Negeri  Nomot 3 'Tﬂhuh,-[
Kedudukan Keuangan Ketua, w
turan Menteri Dalam Nes

o

t
enai
pPRD jo. Pera
ahan atas Peraturan Menteri 1y

1980.

4, Peraturan Men
pedoman mecng
dan Anggota

- 160-1322 tent

ol geri Nomor 3 Tabud

Perwakilan Rakyat Daerah .Kabuphten ‘Dacral‘l. TI
ng

ang Perub

Dengan persetujuan Dewan

Banyumas.
MEMUTUSKAN
Meﬁetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGXAT|
NG KEDUDUKAN KEUANGAN KETU, lgA‘.-.,__.
» WA

NYUMAS TENTA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKyn
AT

KIL KETUA DAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAs

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

?alqnl_ Pcraiu_féh Daerah ini yang dimaksud déngan:

a. ':Bupétj Kepala Daerah jalah Bupati Kepala Daerah Tingkat If Banyumas;

b. DPRD ialah Dewan Perwakil

nyumas ;
c.-Pemerintah Dacrah ialah Pemerintah Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat Il Ba
. nyu -

an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ba

mas ;
d. Ulang’Pa!u.atl_ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap kali

mcnghadm rapat-rapat DPRD) yang syah. telah termasuk di dalamnya uan si%

uang pengangkutan lokal dan uang makan ; b
e. Uang kehormatan ialah uang tunjangan bulanan tetap berupa uai:g yang diberikan

kepada Pimpinan DPRD ‘
e II;; berhubung den.gan Jabatannya sebagai Ketua dan Walnl

f, . @ - V -
Uang Representasi ialah funjangan bulanan tetap berupa uang yao

g diberiken ke

A
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pada Ketua, ‘Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya,

0))

2)

)

)

3)

-3

Pasal 2

Tangpal mulai memaangku jabatan Ketua,
1alah tanggal mereka mengangkat
tikannya scbagai Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota DPRD
sumpah atau mengucapkan janji pada pelan-

Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
Saat berhenti meman

- gku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
1alah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB Il

UANG PAKET

Pasal 3

Uang Paket bagi Anggota DFRD ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah ).

Bagi Anggota DPRD y
malam di Hotel / Losm
Rp. 17.500,~ (tujuh b

ang bertempat tinggal diluar kota dan nyata- nyata ber-

en [ Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang secbesar
elas ribu limna ratus rupiah).

Uang Paket dibayarkan kepada An

geota D¥RD yang menghadiri rapat- rapat
DFRD yang sah dengan ketentuan:

a. Untuk rapat rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satukali uang paket

b. Selain Uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uvang pesgangkutan-
lokal dan uang makan,

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat
yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat - rapat yang syah dari Panitia yang dibentuk olch DPRD dipandang sebagai
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ya berlaku ketentuan ketentuan sebaﬁiﬁn

e ' srhadaprn
-rapat DPRD dan terha . .
::gazga;:; Pasal 3 ayat (1) Peraturan JDa_crah jni 1

BAB I
UANG KEHORMATAN

Pasal 6

i Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesg r G -

) ~ Uang Kehormatan bag
¢)) g Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, gl

gaimana diatur dalam S ‘ :

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal 1ni, -kep ada Ketua dap Wa
kil Ketua DFRD diberikan tunjangan kc]ualfga .dan fo_lJaDgan lainnya, Menury,
Peraturan yang ditetspkan betlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. '

Pasal 7.

Pegawai Negeri Sipil-dan atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
diangkat sebagai Ketua atzu Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menegima peng .
hasilan rangkap.

Frasl.2 ooy o b Pasal 8

Apabila vang Kehormatan. sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD kurang darj gaji
»ada waktu yang bersangkutan aktip sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota
\ngkatan Bersenjata Republik Jmdonesia, maka kepadanya diberikan tambahan selisip
zdua penghasilan itu.

BAB 1V

UANG REPRESENTASI

u i Pasal 9

amping penghasilan scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah 'ini,i'
bulan diberikan uang representasi.bagi : .

etua DPRD sebesar Rp. 2_00. QOO,— ( dua ratus ribu rupiah) i
akil: Kétua. DPRD sebesar- Rp 175,000, - (seratus tujub puluh lima ribu rupiab)y

#4
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BAB Vv
RUMAH JABATAN

Pasal 10

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan
pilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediaken scbuah rumah jabatan
dengan ketentuan bahwa biaya Peméliharaan, pemakaian air, listiik, pesawat telepon
dan gas untuk rumah tersebut ditanggung olch Pemerintah Daerah dan harus diting-
galkan dan atau dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pihak Pe
merintah Daerah pada waktu yang beisangkutan berhenti sebagai Ketua/Wakil Ketua.

BAB VI

UANG JALAN. UANG PENGINAPAN DAN
UANG PERJALANAN DiNAS

Pasal 11

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan
Dinas diberikan Uang Perjalanan dan Uang Penginapan yang harus dipertang-
gungjawabkan sesuai deogan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Uarg perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kedizman se -
mula ketempat kedudukan DPRD yang bersangkutan den sebaiikuya.

BAB VI
TUNJANGAN - TUNJANGAN
Pasal 12

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD bukan Pegawai Negeri Sipi
dan Anggota Angkatan Hersenjata Republik Indonesia scrta keluarganya diberi
kan uang penggantian biaya pemeriksuan, pengobatan dan perawatan keschat
sesuai dengan yang ditetapkan berleku bagi FPegawai Negeri Sipil,
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bagi Kctua dao Wakil Ketua DPRD Fliberikan
akhli warisnya sebanyak 1 (safu) bulan uang kehormatan bcrs.ah dan gpgy
bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan lugas‘, diberikag t
kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih,
(3) Tunjapgan kematian barl E!IIFQOM;D.‘.’SD disesuaikan dengun ketentuan $tbgon:
man: di.oaksud dalam zyat (2) Pasal 1l yang s-:f;-zu:yuh baryakuya Sdmg g, gai.
" ’tunjangan kematian y.ng ditsrima olch Ahli waris scorang Wakil Ketua D’l;{Dn

(2) Tuajangan kematian
ila

Yﬁn
“jﬂnggnx

Paszl 13

Pengangkutan Jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D’RD yang me“fnggal-du
nia‘dari tempat kedudukannya ketempat kediaman semula apabila dikehenday; ahli.
warisnya ditanggung oleh Pewerintah Daeiah.

BAB V.
TANDA FENGHARGAAN
Pasal 14

(1) :."Képadn Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD pada akhir masa Jabatannya atay
 waktu diberkentikan dengan hormat dari jaba‘2nnya atau meningg.l dunia, gib..
~ rikan uvang tanda penghargaan :

" a. bagi Kg_lué[ dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap € (enam) bulan memangky
jabatan sejumich I (satu) kali vang kehoimatan bersih dengan sebapyak - ba-
nyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

b. bagi Anggota DPRD untuk tiap 6 (enani) bulan memangku jabatan sejumlah
1 (satu) kali 2/3 uvang kehormatan bersth Wakil Ketua dengan sebanyak- ba-
nyaknya 6 (enam) kali 2/3 uang kehormatan bersth Wakil Ketua DPRD.

(?) Masa memangku jabatan yang kurang-dari 6 (enam) bulen dibulatken keatas
~ menjadi 6 (enam) bulan penubh,
(3) Da!ziin hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meningga;l dunia, _uang‘
tanda pengbargaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ‘dibesikan
kepada ahli warisnya, - | A e

w
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(2)

)
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'‘B'AB 1X R P
'KETENTUAN PERALIHAN

‘Pasal 15

Segala akibat keuangan'karena:ketentuan k

ctentvan Peraturan Daerah ini men-
jadi beban keuangan Daerah,

Hal- hal yang bel}un cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pee
Jaksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
'Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

' {Bapyumas’ Noworl Tahun'1972' tentang 'Kedudukan ‘Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota De_wan:_l Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
tanggal 27Jusi 1972, diundangkan'dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal
21 Nopember 1973, Seii C Tahvn 1973 Nomor 191 dinyatakan tidak be:laku lagi.

Peraturan Dacrah ini mulai berleku pada tanggal diundangkan.

Agar supaj{a setiap’ orang dapat mengetahuinya, memerintabkan pengun -

dangan Peraturan Daerah‘ini‘dengan' penempatannya dalam Lemubaran liaerah Kabu-
paten Daerah Tingkat 1l Banyumas.

Purwokerto, 13 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS TINGKAT Il BANYUMAS
KETUA,
ttd. ttd.
KISWORDO ROEDIJITO
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Peraturan Daerah ini teleh cisahkan..olech Gubernur Kepala Daerah '_l'ingkatl Jawa -
Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 1:8 3/313/1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATII
JAWA TENGAH

~ Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NI1&, 01002} 090

Diundangkan pada tanggal 2 Jenuari 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1958.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah /Daerah,
ted.

Drs. H, SOEMADI
Nir., 010036 804

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN
ATAS

pERATURAN DAERAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS
NOMOR: 8 TAHUN 1985 -

TENTANG

KEDUCURAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

. UMUM

- Dergan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 ten-
tang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuvarg.n Ketua, Wakii “etua dan Anggota
pewan Perwekilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor ; 160~
1322 trntang Ferubahan atas Peraturan Ments:ii Dalam Negeri Noior 3 Tahun 1930
ssbagai peleksenzan pasal 28 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang Nomort 5 Tahun
19.4 ‘tentang Fokok pokok Pemesiatahan di Daerzh meka perlu mesinjau kembali
peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor | Tehunii972, yang t<lah disahkan
olech Gubernur Kepala Dazrah lawa fengah desgan Keputusan tanggal 8 Oktouver -
1973, No. Hukm. G.5/17/7, diundangkan dan dimuat dalsm Lembaran Da

erah Jawa
Tengah Seri C labua 1973 romor 191. ; S

Oleh karena bentuk, sistimatikanya maupun besarnya Ijang Paket bagi anggo
ta, Uang Representas:, Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua sudah tidak
sesuai lagi dengan petkembangan keadaan, sehingga periu dicabut dan diganti dengan
Peraturan Daerah yang baru. .

1I. PASAL.DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas,
Pasal 2 : Cukup jlas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup j-las.
Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Panitia yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, antara lainé

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 6
~ Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 'l

casal 12

Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Paszl 16

-

- Panitia Musyawarah.
Panitia Anggaran

- Panitia Khusus
Rapat Fraksi

: Cukup jelas.
¢ Cukup jelas,
:+ Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas,

: Yang dimaksud desngan Perjalanan Dinas dalam Pasal in

ialah perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a. perjalanan pindah.
b. perjalanan jabatan.

: Yang dimaksud dengan tunjangan - tunjangan lamn ialah

tunjangan - tunjangan yang pelaksanaannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
¢ Cukup jelan.
: Cukup jzlas,

Dipindai dengan CamScanner
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H TINGKAT 1 JAWA TENGAH
+ 188.3/343 1087

TENTANG

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT
TINGKAT II BANYUMAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
Membaca : a. Surat Bupatj Kepala Dg

tober 1986 Nomor ;

Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daeran Tingkat IT Banyumas No -
mor 8 Tahun 1986 tent

ang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewun Perwakilan Rakyat Dazrah Kabupa -
ten Daerah Tingkat 11 Banyumas.

Mepimbang  : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah
yarg dimaksud. .

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5), serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Uhdang-

undaog Nonior 5 Tahun 1974 -
2. Undang- undang Nomor 10 Tahun 1950 ;

3. Paszl 18 ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor3 Tahun

1980 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 1322 tang-
gal 19 September 1985 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Kewua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Deerah,

MEMUTUSKAN

Men=tapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banya-

mas Nomor 8 labun 1986 teniang Kedudukan Keuangan Kfma,
Wakil Ketua dun Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Dasrah ltebu-

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

--""

anyumas, dengan perubahan sehy L4520 e
w%

Semarang
19 Oktober 1987, _
— &
BERNUR KEPALA DAERAH TINGK A
JAWA TENGAH I

Ditetapkan di
pPada tanggal

a0

An GU
Sekretaris Wilayab [ Daerah
ttd.

Drs. SOENARTEDIO
Nie. 010021090

g L NAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
e

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

UoD pada Departemen Dal
n Daerah ;
kat 11 Banyumas di Purwokeito;

h Tingkat I1 Banyumas di Purwokerto ;

am Negeri di Jakerta dengan disertai | (y,

Dirjen P
tu) lembar Peratura

Fupati Kepala Daerah Ting
Ketua DPRD Kabupaten Daera

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untu
Kepala Biro Hukum pada Sekretaiiat Wilayah/Daerah Tingkat1 Jawa Tengah,

’ ____————__-_._

N

k Wilayah Banyumas di Purwokerto;

AN Vv s w

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd.

WALUIJO, SH
NiZ, 01001985
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ERY”
pAN
KET

LAMPIRAN ¢ Keputusan Gubernur Kepels i‘)n:rah

Tingkat 1 Jiwa e gah
Targgal : 19 Ok'o™er 19.7
__Nomor -+ 18R.3/343/:937.

AHAN FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

YUM\%S NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
UA.

AKIL KEI'UA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
pAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT If BANYUMAS

/ :

pasar hukum somor 5 dibapus,

2' Pada _Pasal-l .

4,

_ puruf a diubah dan dibaca :

a. bupsti Kepala Daerzh izlah Bupati Kepala Daerah Tinéizat il Banyumas ;.
_ puref ¢ diubah dan dibaca:

c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerzh Tingkat IX
Bapyumas ;

_ huref d, e dan f dihapus,

- buruf g diubeh meerjadi huruf d dergan perubahan perkataan ”Dcvéan Perwa
kilan Rekyat Dasrah™ menjadi "DFRD”,

— huruf h diubah mesjadi huruf e dengan perubahan perkataan ”Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah” menjadi “DPRD". _

_ huruf i ¢iubah menjadi buruf f dengan perubahan perkataan ’Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah” menjadi "DPRD”.

‘Paszl 2 ayat (1), diantara perkataan "Anggota” dan “jalah” disisipkan perkata -

an “DRD”, se¢lanjutnya perkataan “Anggota® pada akhir kalimat ditambah
perkataan “DPRD*

Pasal 2 ayat (2), diantara perkataan “Anggota* dan “ialah* disisipkan perkata«
taan “DFRD®.

5. Pasal 3 diubah dan dibaca :

Pasal 3

(1) Uang Paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 10, 000, —
( sepuluh ribu rupiah ).

Dipindai dengan CamScanner
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10,

11,

B

13.

14,

2 DPRD yang pertempat tmgga] diluar kota dan s
Hotel/ Losmm/anah Penginapan dapat dibayarkap ta. Dyaty
belas ribu lima ratus rupiah), Uang g,

(2) Bagi Anggo!
¢ tujuh
Anggota DPRD yang menghadiri r,
pat [a.

bermalam di

besar Rp. 17.500, —
yarkan kepada

(3) Uang Paket diba
pat DPRD yang sah dengan ketentuan :
a. Untuk Rapat- rapat saiu hari satu malam hanya dibayarkan gy
Uang Paket; , U kali
pakst tidak dibayarkan lagi uang sidang, vang pengan :

b. Selain Uang
lokal dan uang maxan.

n “Wakil Ketua® dan “tidak diberikan* disisipk

an

.

Pasal 4, diantara perkataa
perkataan “DPRD*.
Pasal 5, perkataan “[Yewan
Pasal 6 ayat (1), diantara rerkatain
perkataan « H)PRD.
Pasal 6 ayat (2), diantara perkataan ° Waki
perkataan “DPRD*.
kil Ketua® dan “tidak dibernarkan** disisipk
an

Fasal 7, diantara perkataan “Wa
perkataan “DPRD".

rkataan “Wakil Ketua® dan “Kurang dari* disisipkan

) Perka

perwakilan Rakyat Daerah* diubah mevja’j «pp
. - RD«

«Wakil Ketua‘* dan “ditetapkar.* diﬂisika
sisipkap

1 Ketoua* dan “diberiksn ¢ disisipk
an

Pasal 8. diantara p°

. taan “DPRD".

Pasal 9 diubah dan dibaca:
Pasal 9
aksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah

Disamping penghasilan sebagaimara dim
ini, tiap bulan diberikan uang representasi bagi

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200. 020, — ( dua ratus ribu rupiah)
b, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. i75. 000, — (seratus tujuh puluh lima rib
1.

rupich ).
Pasal 10, diantara perkataan “Wakil Ketua® “ « qieiad
an “DPRD*. | KRR Sam SR MRS, ey
Pasal 11 ayat (1), diantara perkataan “Anggota dan *Yang melakukan® disi

sipkan perkataan “OJPRDY,
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17.

18.

19.

21.

22

23.

24.

25, .

A

al 11 ayat (2), perkataan © :
g ?S:DPRD"- Dewan Perwekilan Rakyat Dacrah diubsh menja-

pasal 12 ayat (1) diubah den dibeca ;

) I.(.e.pada Ketua.: Wakil Ketua dap Anggota DPRD Rukan Pegawai Negeti
b].pll -dm Angeota Angkatan Bersenjata Republik Indoresia serta kelvaipanya
diberikan uang ‘Ilenggantian biaya pemeiiksaan, pengobatan dan pirawatan
keschatan scsual dingan yang ditetapken berlaku b.nZi Pegawai Negeri biyil-

Pasal 12 ayat (2 » diantara perkataan “Wakil Ketua® dan “diberikan® ¢i-'s'pkan
perkataan "DPRD™,

pasal 12- ayat (3), diavtaia perkataan “Anggota® dan “disssuaiken® disisipk#n

perkatazn "DFRD” dan sclimutnya perkatazn “Wakil Ketua® pada ekhir kali
met ditambzh perkatazn “DPRD*,

paczl 12 ayat (4) dihapus.

Pasal 13, diartara perkataan “Anggota® dan “yang meninggal dunia® disisipkan
perkatazan SDPRDE,

pasal 14 ayat (i), pada akhir kalimat pertama diantara perkataan ‘‘Anggota*
dan “Akhit** di-isipkan perkataan “DPRD*,

pasal 14 ayat (1) buruf a, diantara perkataan Wakil Ketua” dan “untuk akhic”
disisipkan perkatzan “DPRD*,

pasal 14 ayat (1) huruf b, diubah dan dibaca :

b. Bagi Anggota DPRD untuk tiap 6 (enzm) bulan memangku jabztan sejumlah
1 (safu) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak - ba -
pyaknya 6 (enam; kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketva "DPRD”.

Pasal 14 ayat (3), diantara peikataan “Anggota” dan "meninggel” disisipkan
perkataan “DPRD”.

Semua tanda baca “titik koma (;)” pada akhir ayat diubah menjadi “titik (.).

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDIJO
NIP., 010021090
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t

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

cap ttd.

WALUJYO, SH.
Ni?. 0100i9835

el =
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